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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Undang-

Mengingat

—_

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Kewenangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
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tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2083);

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011
tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
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Sragen Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 2018 Nomor 12);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2019

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2019.

(1)

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan daftar rekapitulasi piutang daerah, daftar
rekapitulasi piutang tidak tertagih, daftar rekapitulasi dana
bergulir dan penyisihan dana bergulir, daftar penyertaan modal
(investasi) daerah, daftar rekapitulasi realisasi penambahan
dan pengurangan aset tetap daerah, daftar rekapitulasi aset
tetap daerah, daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan,
daftar rekapitulasi aset lainnya, daftar dana cadangan daerah,

™o Qo TP

daftar kewajiban jangka pendek, daftar kewajiban jangka
panjang, daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir
tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya, ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah,
ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja desa, dan ikhtisar laporan
kinerja.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a.

Pendapatan Daerah ....................... Rp. 2.300.826.069.513,00
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Belanja Daerah dan Transfer .......... Rp. 2.092.140.283.903,00
SUIFPIES B 5 LB $ i ¥ 2 B T R Rp. 208.685.785.610,00
Pembiayaan Daerah

~ Penerimaan Daerah..................... Rp. 277.929.112.252,00
~ Pengeluaran Daerah.................... Rp. 110.330.859.500,00
Pembiayaan Netto ...........c..coeennene. Rp. 167.598.252.752,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.... Rp. 376.284.038.362,00
(SILPA)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut:

(1)

(2)

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.19.710.089.948,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pendapatan setelah ..... Rp. 2.281.115.979.565,00

perubahan
b RealiSasif s & s Vi s oyt b 2B o0 Rp. 2.300.826.069.513,00
SelisihrLeBilart s Lot Laei £ iy Rp. 19.710.089.948,00

Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah
(Rp. 356.555.268.635,00) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Belanja dan transfer.... Rp. 2.448.695.552.538,00

brRealisast . s d R a o i d sl Rp. 2.092.140.283.903,00
Selisthukutang ol & el b i itee (Rp. 356.555.268.635,00)

Selisih  anggaran dengan  realisasi  defisit sejumlah

Rp.376.265.358.583,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Defisit setelah perubahan ........... (Rp. 167.579.572.973,00)

1oz e Al ars (o7 bes s So0E Ses k. S A e Rp. 208.685.785.610,00
Selisih-Lebih. sioilaiedieie i sie Rp. 376.265.358.583,00

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah (Rp.460.721,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan ................. Rp,. 1 5247:929.5 72973500
Pembiayaan setelah perubahan

biiRealiSa st sl b it v Si BT vt Rp. 277.929.112.252,00
Selisil v A s isdnn st m i da s Rp. 460.721,00

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah (Rp.19.140.500,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran ................ Rp. 110.350.000.000,00
Pembiayaan setelah perubahan

B RealiSast: s me i s s § =iy Rp. 110.330.859.500,00
Selisthikurang s e S ahhe S s § (Rp. 19.140.500,00)

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah

Rp.18.679.779,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto........ Rp. 167.579.572.973,00
setelah perubahan

buRealisasis i sha i st v 5w Rp. 167.598.252.752,00
Belisih-Lebih i, e e iiiks Rp. 18.679.779,00



Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal.... Rp. 277.929.572.973,00
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Rp. 277.929.112.252,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ... Rp. 376.284.038.362,00

(SILPA)

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan....... (Rp. 460.721,00) Tahun
sebelumnya

e. Saldo Anggaran lebih Akhir.......... Rp. 376.284.038.362,00

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun
2019 sebagai berikut:
a. Kegiatan Operasional
~ Pendapatan —LO ............ccceueee Rp. 2.202.371.080.185,05
P Bebanai e s i e ST S Rp. 1.951.834.740.173,90
Surplus dari kegiatan operasi ..... Rp. 250.536.340.011,15
b. Kegiatan Non Operasional

~ Surplus dari Kegiatan Non .......... Rp. 43.320.691.435,13
Operasional Lainnya — LO

~ Defisit Penjualan Aset Non.......... Rp. 2.725.832.750,63
Lancar - LO

~ Defisit dari Kegiatan Non ............ Rp. 33.931.929.748,77
Operasional Lainnya - LO

~ Surplus dari Kegiatan Non .......... Rp. 6.662.928.935,73
Operasional

c. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Rp. 257.199.268.946,88
d. Pos Luar Biasa

~ Pendapatan luar biasa - LO ........ Rp. 0,00

~ Beban luarbiasa .......coceveeeeenn.... Rp. 11.000.000,00

Defisit dari pos luar biasa .............. (Rp. 11.000.000,00)

ey S DIIS o O i il s s Rp. 257.188.268.946,88
Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2019 sebagai berikut:

s EkagitassAwal s il o malis sl G s ity Rp. 3.155.246.931.399,71
bt Surplias = LO s o e s S an s e s Rp. 257.188.268.946,88
c. Koreksi Ekuitas ......cooevvviviiiinniennnnns Rp. 407.020.031.211,99
d.: Ekuitas Akhir ., oo e i Rp. 3.819.455.231.558,58



Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31
Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

ale S Tamnl ITeiSet e Sl e STanl e Sl e 3 Rp. 3.941.848.384.832,37

b. Jumlah Kewajiban ................c........ Rp. 122.393.153.273,79

¢.b Jumlah Ekuitas® .. o nl il g Rp. 3.819.455.231.558,58
Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun
2019 sebagai berikut:
a. Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Rp. 278.162.073.160,00
Pengeluaran, BLUD dan BOS
per 1 Januari Tahun 2019

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas ........ Rp. 458.012.171.664,00
Operasi

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas ........ (Rp. 249.326.386.054,00)
Investasi

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas ........ (Rp. 110.331.320.221,00)
Pembiayaan

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas ........ Rp. 1.207.810.834,79
Transitoris

f. Saldo Akhir Kas BUD, Bendahara ... Rp. 377.724.691.997,79
Pengeluaran, BLUD, dan BOS per
31 Desember Tahun 2019

g. Kas di Bendahara Penerimaan ........ Rp. 82.349.730,00

h . Kas Lainnya: . it v it s sie s snas i v Rp. 4.153.653,00

1. ‘Saldo AKhir Kasi i v, i sb i ivea dy Rp. 377.811.195.380,79
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

Lampiran 1.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, Dbelanja dan
pembiayaan;



Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan
Negara;

b. Lampiran II Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. Lampiran III Laporan operasional;

d. Lampiran IV Laporan perubahan ekuitas;

e. Lampiran V Neraca;

f. Lampiran VI Laporan arus kas;

g. LampiranVII Catatan atas laporan keuangan;

h. Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang;

j- Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

l. Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan
dan pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;

n. Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam
pengerjaan;

0. Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI Daftar dana cadangan;

q. Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

t. Lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan
Daerah/BUMD.

u. Lampiran XXI Ikhtisar Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;

v. Lampiran XXII Ikhtisar Laporan  Kinerja  Pemerintah
Daerah.

Pasal 11
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 sebagai
lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen
Tahun Anggaran 2019.

rincian



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen.

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 23 Juli 2020

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI SRAGEN,
ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra

*
Saa a@_‘?ufianto, S.H., M.Si
e Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH

: (3-123/2020)
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